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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang diperoleh, kesimpulan 

yang dapat Penulis kemukakan antara lain adalah: 

1. Pemberlakuan merek sebagai objek jaminan fidusia dilakukan 

berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 

yang juga dilaksanakan mengacu pada ketentuan Undang-Undang 

Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Hal ini termuat 

dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 yang 

mengatur skema pembiayaan dengan menggunakan kekayaan 

intelektual sebagai objek jaminan utang dalam bentuk fidusia. 

Adapun pernyataan penggunaan lembaga jaminan fidusia pada Pasal 

9 menegaskan pula berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 

1999 sebagai dasar hukum yang mengatur perihal jaminan fidusia. 

Selain itu, dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

2022 mengatur salah satu prasyarat kekayaan intelektual yang 

dibebankan jaminan fidusia yaitu dengan telah terlebih dahulu 

terdaftar di kementerian, hal ini menyiratkan berlakunya regulasi 

terkait merek dalam skema pembiayaan berbasis kekayaan 

intelektual, mengingat terkait persyaratan dan tata cara pendaftaran 

merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang 

Merek dan Indikasi Geografis, serta Peraturan Menteri Hukum dan 

Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran 

Merek. 

2. Masih terdapat beberapa hal sehubungan dengan pemberlakuan 

merek sebagai jaminan fidusia yang belum terakomodasi secara 

jelas, terkhusus mengenai mekanisme penilaian merek sebagai objek 

jaminan fidusia, serta berkaitan dengan eksekusinya, sehingga 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 dapat dikatakan belum 

memberikan kepastian hukum. Adapun jika melihat pada Undang-

Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maupun 
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peraturan pelaksananya, tidak diatur sehubungan dengan hal baru 

seperti merek diagunkan kepada bank yang mana hal ini menjadi 

penting untuk termuat dalam suatu perundang-undangan agar 

menjadi dasar pelaksanaan eksekusi merek sebagai jaminan utang. 

Sehubungan dengan penilaian, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 

24 Tahun 2022 belum termuat ketentuan perihal mekanisme atau 

teknis penilaian yang disepakati bersama sebagai dasar hukum dan 

pedoman yang dipergunakan oleh pihak kreditor atau bank. 

5.2 Saran 

Pemberlakuan produk kekayaan intelektual sebagai jaminan utang 

merupakan terobosan besar yang dapat dipergunakan sebagai sumber 

pendanaan sekaligus sarana untuk mendorong perkembangan ekonomi 

kreatif di Indonesia, akan tetapi pemberlakuan merek sebagai jaminan 

fidusia belum terakomodasi secara jelas dalam produk hukum yang ada, 

sehingga adapun saran yang dapat Penulis berikan berdasarkan hasil 

penelitian ini antara lain adalah: 

1. Melakukan pembaharuan terhadap Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan 

mengeksplisitkan pengakuan dan pengaturan merek sebagai agunan 

kredit. Dengan dilakukannya pembaharuan ini diharapkan dapat 

memberikan kepastian hukum kepada pihak bank sebagai kreditor, 

karena meskipun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

2022 menyatakan perihal penggunaan kekayaan intelektual sebagai 

jaminan fidusia, akan tetapi dalam Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak diatur 

secara eksplisit mengenai merek sebagai agunan kredit dan jenis 

lembaga jaminan yang dapat dibebankan atas merek. Hal ini 

mengingat bahwa sifat dari peraturan pemerintah adalah mengikuti 

undang-undang, sehingga untuk itu dibutuhkan pembaharuan atas 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi 

Geografis. 
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2. Melakukan pembaharuan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank 

Umum, sebagai ketentuan pendukung yang mengatur merek sebagai 

salah satu bentuk agunan kredit, agar menunjang pengakuan dan 

pengaturan merek sebagai agunan kredit. 

3. Melakukan pembaharuan terhadap Undang-Undang Nomor 42 

Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terkait eksekusi merek sebagai 

objek jaminan utang, mengingat belum terakomodasinya aturan 

mengenai eksekusi atas benda bergerak tidak berwujud seperti 

merek yang mana hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi 

pihak bank sebagai kreditor apabila terjadi wanprestasi atau gagal 

bayar. 

4. Membentuk ketentuan atau aturan tertulis sebagai bentuk 

kesepakatan mengenai mekanisme penilaian merek sebagai objek 

jaminan, baik melalui pembaharuan undang-undang, diterbitkannya 

kembali ketentuan pendukung yakni aturan turunan dari pemerintah, 

atau dengan melibatkan peran dari pihak Otoritas Jasa Keuangan. 
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